BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR
— e

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A
BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk
melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak atas setiap
arang uniuk bertempat Unggal senta  mendapatkan
lingkungan yang bak dalam penyelenggaraan ruman kos di
Kabupaten Bangkalan;

b. bahwa usaha rumah kos mengalami perkembangan seiring
dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan pendidikan d
Kabupaten Bangkalan:

c. bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah kos i
Kabupaten Bangkalan diperlukan untuk menjamin
kelenteraman, ketertiban  umum, dan  perli ndungan
magyvaraka; eebagaimana dilentukan dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeiintahan Daerah:

d. bahwa berdasarken pertimbangan scbagaimans dimaksud
pads huruf a, hwuf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Peni/elengggaraan Rumah Kos;

Mengingat ' 1. Pasal 18 ayar 6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2 Updang-Undang Nomor 12 Tabun 1930 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daiam Lingkungan
Propinal Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomar 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Incdonesin Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie
Nomor 4247);




9.

2

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 lentang Pajgk
Daecrah dan Retribusi Daerah |[Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambabhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Repubik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
5059,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201l temang Perumahan
dan Kawasan Permukiman [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 7. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer Si88)

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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12.

Pembentukan FPemmturan Perundang-undangan (Lembaran
Megara Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Namor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tabun 2014 tentAng Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
2679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggasaan Pemerintahan
Daerah |Lembaran Negara Republik [ndonesia Tabun 2017
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 604]) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8) Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana
telal diubah dengan Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik indonesia Tahun
2018 Nomoi 157),

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembenwkan Produk Hukum Daerah
{Lembaran Daecrah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016
Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ILembaran Deerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016
Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah HKabupaten
Bangkalan Nomor 37).




Dengan Perserujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Menetapkan

dan
BUPAT] BANGEALAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH
KOS,

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perawran Daerah im yang dimaksud dengan :

1.
2

3
4

6.

Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Ranghalan.

Bupati adalah Bupati Bangkalan.

Rumah HKos adalah rumah yang menyedinkan jasa
penawaran § (satu] kamar atau lebih untuk wmpat tinggal
dalam jangka ‘wakiu tertentu untuk tuan komersial.
Penvelenggaraan rumah koe adalah usaha penyedizan
rumah kos beserta familitasnya untuk disewakan oleh pemilik
rumah kos kepada penghuni rumah koas.

lzin penvelenggaraan rumah kos adalah izin vang diberikan
kepada pemilik rumah kos sebagai instrumen pengendalian
penyelenggarnan rumah kos oleh Pemerintah Daerah.

7.Pemilik rumah kos edalah setiap orang vang memiliki atau

menguasai rumah kos yang terietak dalam satu lokasi atau
dalam lokasi vang berbeda di Daerah

Pengelola, rumah kos adalah estiap arang yang diberikan
pelimpahan tanggung jewab oleh pemilik rumah kos atas
pengelolaan rumah kos

Penghuné rumah kos adalah seseorang atau beberapa orang
yang anchglivgi rumah koa deongan pembayaran harien,
bulanan, atay tahunan.




BAB Ii
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan rumah kos dilakukan berdasarkan asss:
kekeluargaan;

kemanfaatan

AgAMA;

kesusrlaan dan kesopanan; dan

keanifan lokal

LW -

Pasal 3

Penyelenggaraan rumah kos ditakukan dengan tujuan:

a mewujudkan ketentraman den kerertiban dalam lingkungan
dan kehidupan masyaraksat;

b mewujudkan rumah kes vang baik, aman dan nyaman sesiai
dengan fungsinya;

¢ menunjang pembangunan vang berkelan)utan dibidang
ekonomi, sosial dan budaya;

d 1ertub administrasi Kependudukan, dan

melindungi kepentingan pemiltk, penghuni, dan pengelola

rumah kos serta kepentingan masyarakat.

o

BAR [II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
asas dan tujuan;

pengelolaan rumah kos;

hak, kewajiban, den larangan;

izin penyelengearaan rumah kos;
pendataan rumah kos;

peran serta masyarakat;

permbinaan dan pengawasan; dan

sanksi administratif.

TE A AD TR
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BAB IV
PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasnl 5

(1] Pemilik rumah kos melakukan pengelolaan rumah kos.

(2] Pemilik rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayars (1} wajib
bertempat tingga! dalam lingkungan kelurahan atau desa
lokasi rumah kos.

(3] Dalam hal pemilik kes bertempat ringgal d luar kelurahan
atau desa lokasm rumah kom, pengelolaan rumah kos wapb
dilimpahikan kepatda orang lain sebagai pengelola rumah kos.

{4) Pengelola rumah kos sebagaimana dimaksud pada aym (3)
wajib bertempat tinggal dalam lingkungan kelurahan atau
desa lokasi rumah kos vang dibuktikan dengan Karw Tanda
Penduduk.

Paszal &

Pengelolaan rumah koa vang dilimpahkan kepada pengelola
rumah kos schagaimnena dimaksud dalayn Peaal 5 ayar (3} harus
didasarkan pada perjanjan pelimpaban pengelolaan rumah kos.

Pasal 7

Pengelola rumah kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3 wajib bertanggung jawab atas pengelolean rumah kos sesuai
dengan perjanjian pelimpahan pengelolaan iumah kos dan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

(1) Fenghum ruman kos berhak uniik:
a. mendapatken fasiltas rumah kos yeng ‘nyaman, tertib |
dan aman; dan
b. menempat rumah kos selama wakili tertentu  sesual
dengan perjanijian.
7] Pemilk rumah kos berhak menerima uang sewa dari
penghuni rumeh kos secsual dengan perjanjian.
(31 Dalam hal penghuni tdak membayar uang sews schanyak 3
{tiga) kali secarm berturut-turut, Pemilik rumah kos berhak
mengeluarkan penghuni rumah kos.




(1)

(2

(3

(4l

(51

-

Bagian Kedua
Kewa jiban

Pasal 9

Pemilik rumah kos wajib memberitahukan penyelenggaraan

rumah kos secara tertulis kepada ketua rukun tetangga

setemnpat.

Pemberitahuan sebagaimana dimeksud pada avar (1)

sekurang-kurangnya mermuat:

a identitas pemilik rumah kos danfatau pengelola rumah
kos;

b jumilah kamar dalam rumah kos; dan

¢ perjanjian pelimpahan pengelolaan sumah kos.

Dalam hal terjadi perubahan identitas pemilik rumah kos

dan/alau pengelola rumah kos, jumlah kamar dalam rumah

kos, dan fatau perjanjian pelimpahan pengelolaan rummh kos

sebagaimana dimaksud pads ayal (2), pemilik rumah wajhb

memberitahukan perubahan tersebut kepada ketua rukun

tetangpsn setempat.

Selain pemberitahuan sebagrnimana dimaksud pade ayat (2)

dan ayat [J), pemilik rumah kos atau pengelola rumah kos

wajib memberitahukan jumlah dan identites penghuni rumah

kos secara tertulis kepada ketus rukun tetangga setem pat

paling lambar 1 (saru} kak 24 (dua puluh empat) jam sepk

bertempat tinggal.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat {4] harua

disertai Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 10

Untuk menjamin penyelenggaraan rtumsh kos yang nyaman,
tertib dan aman, pemilik rumeh kos wajilx
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i

menyediakan prasaraha penunjang rumah koe paling sedikir
meliputi dapur, kamar mandi, toilet, dan tempat sampah;
memasang papan nama di depan rumah koa paling sedikit
berisi nama rumah kos dan nomor izin penyelenggaraan
rumah kos;

. membuatl dan mencgakkan tata tertib/aturan tertulin yang

ditempel di rumah kos yang mudah dibaca;

menyediakan peralatan dan inaralasi ligtrik vang aman unruk
digunakar,

mengawesi penghuni rumah kos agar mentaati peraturan dan
tidak melanggar tata tertb.

memberitahukan tamu vang menginap dalam rumah koa
kepada ketua rukun tetangga selempal paling lambat 1 (satu)
kali 24 (dua pulub empat] jam sejak kedatanganva:
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. memberikan arghan dan bimbingan kepada setinp penghuni
rumah koa agar dapat menyesuaikan divi dengan masvarakat
sekitar rumeh kos dan menerapkan sistem kekeluargaan
dalgm menyelesaikan masaiah;

tidak berbuat disknminatf terhadap penghum rumah kos,
memisahkan rumeh kos khusus pria, rumah kos khusus
perempuan, dan rumah kos khusus pasangan suami istr;
memasang CCTV (closed cireed! television) di lingkungan rumah
kos; dan

menvediakan alat pamadan kebakaran di lingkungan rumah
kos.

Pasal 11

(1] Setiap penghuni rumah kos wajib:

A mentaatl semua peraturan/tata tertib rumah kos;

b menjaga Ketentraman dan Ketertiban, seria mencegah
adanya  kegiatan  vang — menimbulkan  keresahan
masyarakat selitar;

r. saling menghormat dan menghargal sesama penghuni
rumah kos:

d menerima tamu di tempat yang telah disediakan/ruang
khusus bertamu,

c melaporkan kedatangan tamu vang menginep kepadsa
pemilik rumah kos atau pengelola rumah kos; dan

I menunjukan akta mkah bagi yang berstatus suami istri
aral akta keluarge bagi vang berstatus anak kandung.

Pemilik rumah kos wajib mengeluarkan ‘penghuni rumah kos

yvang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

()

Bagian ketiga
Larangan

Pasal 12

Pemnilik rumah kos atau pengelola rumah kos dilarang:

a menbia ke atau melindungi penghuni rumah kos yang
melanggar peraturan/tata tertib yang beriaku, dan

b menjadikan atau membiarkan rumah kos sebagsi tempat
penyalahgunuan narkoba, kegiatan tergrisme, minum
minuman keras, berjudi, prostitusi, asusila, dan tindakan
lninnya yang melanggar hukum.

Penghuni rumah kos dilareng:

a merusak sarana dan prasarana rumah kos.

b melakpkan kegigtan penyalahgunean narkoba, kegiatan
terorisme, minum minuman keras, berjudi, prostitusi,
asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.




(3}

(4

(1
(2]

(3

£

Pemilik rumah kos wajb mengeitarkan penghuni rumah kos
yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
avat (2.

Pemilik rumah kos atau pengelols rumah koa dan penghuni
rumah kos yang melanggar larangan sebagaimans dimaksud
pada ayat (I| dan avat (2] dapat dikenakan sanksi pidana
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 13

Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin penyelenggaraan
rumah kos.

Izin penyelenggaraan rumah kos sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Bupat.

Bupati melimpahkan  kewenangan  penerhitan iz
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) kepada perangkat
darrah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perizinarn.

Faral 14

Pemilik rumah kos wajb mematuhi Ketenildan perizinan
penvelenggaraan rumah kos

{1

(2}

{3)

1)

Pazal 15

Untuk memperoleh izin peniyelenggaraan rumah kos, pemilik
rumah kos mengajukan permohonan kepada Bupab melalui
perangkat daerah  yang — menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang perizinan.

1zin penyelenggaraan rumah kos berlaku uniuk 3 {lima) tahun
dan dapat diperpanjang selama pemilik rumah kos tetap
menjatankan usahanya.

Dalam hal terjadi perubahan nama rumah kos, pemilik, rumeah
kos danfatau  jumlaly khaiar.  pomilih rumalh ke wajil

melakukan pemulakhiran data.
Ketentuan lebih lanjut mengena) syarai dan teta carg

perimohonan dan perpanjangan izn pem /elenggarsan rumah
kos diatur dalam Peraturan Bupati.




()

(4)

(3

(Y

(1

[

1]

{2)
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BAB VII
PENDATAAN RUMAH KOS

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pendataan rumeh kos di

Dacrah.

Pendatasn rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat |1)
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang men)/elenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban
umum.

Pendataan rumah kos sebagaimana dimaksud pada avat (1)
giltakukan setiap 1 {satu] tahun aekali,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan rumah kos
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.

BaB Vil
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat berpartisipasi dalam penvelenggaraan rumah
kos.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partigipasi
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatar
datam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan rumah kos.

Ketentuan lebih lan jur mengenai pembinaan dan pengawasan
sebagaimana Aimaksud peda ayar [1] diatur dalam Peraturan

Bupati.
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BAE X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

{1) Pemilik rumah kos yang melanggar ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam Pesa! 5 ayat {2) dan ayat (4}, Pasal 7. Pasal 9
ayat {1}, avat [3), dan ayet [4], Pasal 10, Pasal 11 ayat (2], Pasal
12 ayat {3), Pesal 13 ayat (1). dan Pasal 14 dikenakan sanksi
adminismatf,

(2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa:

A. bteguran lisan:

b. teguran tertulis;

¢ penghentian sementara kegiatan usaha;
d denda administratif:

¢ pencabutan sementara izin; dan

[ pencabutan izin

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tate cara dan tahapan
pengenaan sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
Pemilik rumah kos yang telah melaksanakan penyelenggaraan
rumah kos sebelum berlakunya Peraturan Daecrah i tetap

berlaku dan dalam janghka waktu paling tama 1 [saty] tahun harus
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah in

BAB XIi
KETENTUAN PENUTUP

Pazgal 21

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dar Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sepk Peraturan
Daerah it diundangkan.




-
Pasal 22
Paraturan Daerah iné mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setinp OrEng mengetahuinya, memerntahkan
nengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Driteta pkan di Bangkalan
pada tanggal 28 Aguatus 20M9

Diundangkan d Bangkalan
Pada tanggal 28 Agustus 2019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 5/E.

NOREQ PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH HABUPATEN BANGKALAN
NOMODR 8 TAHUN 2019
TENTANG
TENTANGPENYELENGGARAAN RUMAER KOS

UMUM

Setiap warga negara ‘memiiki hak untuk bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan vang baik dan sehat sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 28H ayat {I] Undang-Undang Dasar Negama Republik ndonesia
Tahun 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan rumah kos di Kabupaten
Bangkalan diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingan
secara proporsional antara masvarakat dan penghuni rumah kos.

Penyclenggaraan rumah kos dif Kabupaten Bangkalan mengalami
perkembangan seiring dengan berkembangnva kegiatan di sektor ekonomi
dan pendidikan. Aksn tetepi pada sisi lain, penyvelenggaraan rumah kos
tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran dan kepatuhan pemilik rumah
kos untuk mematuhi ketentuan perizinan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bangkalasn, 0 samping  1u,
penyelenggaraan rumah kos tersebut belum memenuhi standar
kenyamanan, keamanan dan keernban umum.

Peraturan Daerah it dibentuk dalam rapgka untuk memastikan
penyelenggaraan rumah kos sesuai dengan kewentuan perizinan dan
memenuhi standar kenvamanan, keamanan dan ketertiban umum. Untuk
melaksanakan maksud tersebut, pengaturan Peraturan deerah i terdiri
ates:
asas dan tujuan:
pengelolaan rumah kos
hak, kewajiban, dan larangan:
iz permyvelenggaraan rumah kos;
pendataan rumah kos;
peran serta masyaralat
pembinaan dan pengawasan; dan

aznkai admindstratif.

ral Bl RN - -

PASAL DEML PASAL

Pasal |
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan® adalah bahwa pemilik
dan penghuni rumah kos adalah bagian dalam sebuah keluarga
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dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam
pengambilan keputusan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan”™ adalah bahwa segala
potensi yarg dimiliki berupa sumber daya tanah teknologi
rancang bangun, dan industri bahan bangunan dimanfinatkan
urtuk memberikan keuntungan dan manfpat sebesar-besaimyva
bagi pemilik dan penghuni rumah kos.

Huruf ¢
vang dimaksud dengan “asas agama® adaleh bahwa dalam
penyelenggaraan rumah kos harus didasarkan pada nifai-nilai

kepgamaan dengan saling menghormah perbedaan agams yang
divakin oleh pemilik, pengelola, dan penghuni rumah kos.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kesusilaan dan kesopanan” adalah
sikap dan prilaku dari pada pemiiik, pengelola, dan penghuni
rumah kos harus aesuai dengan adab dan sopan sanitun, norma
vang baik, kelakuan yvang baik dan tata krama yang luhur,

Huruf e
Yang dimaksud dengan “msas kearifan lokai® adalah
penvelenggaraan rumah kos harus memperhatikan  kondisi
khusvs dasrah serta nilai-nilai lubhur yvang berlaku dalam tata
kehidu pan mas);arakal SeTEMpat.

Panmal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Paanl 5
Cukup jelas.

Fasal b
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup ielas
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal |1
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup j¥las.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal B
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2!
Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMDARAN DAERAI HABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 60.




